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PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEMEENTURKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA METRO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah, perlu menectapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati
Il Lampung Timur dan Kotamadya Dati 1T Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

2. Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2007  tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 1T'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Loembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tecntang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang Undang Nomeor 23 Tshun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



6.

10.

o

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Keccamalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4825);

. Peraturan Pemeriniah Nomor & Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 309Y4);

. Peratuairan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 leniang

Perangkat Dacrab (Lembaran Negara  Republik indencsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraiuran Mentern Dalam Negeri Nomor 40 Tahounm 2011
lenlang Pedoman Organisasi dan Tala Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 590);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menetapkan

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGEKAT DAERAH KOTA METRO.

BAEB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Nalam Peratiuaran Naerah ini yang dimaksud dengan @
1. Knia adalah Kata Meiro.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
Walikkota adalah Walikkota Metro.
wakil walikota adalah walkil Walikota Melro.

S g

Dewan Perwakilan Rakyalt Daerah vang selanjulnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah
Kota Metro.

£3. Sekretariat Daerah adalah Sekretaniat Daerah Kota Metro.



fids,

Y. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Mctro.

B. Sekretariat Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sckrctariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ralkyval Duaerah
Kota Mctro.

9. Sekrelaris Dowan  Perwakilan Rakyat Daerah  selanjutnya  disingkat
Sekretaris DPRD adalah Sekreians Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Metro.

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Metro.

11. Inspektorat adalah Inspekloral Kota Metro.

12. Dinas Dacrah adalah Dinas Daerah Kola Melro,
13. Badan Dacrah adalah Badan Daerah Kota Melro.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan leknis operasional dan/atau kegiatan telmis
penunjang tertentu.

15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk
mclaksanakan kegiatan {eknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

16. Pegawal Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebul Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemeriniah dengan perjanjian kerja vang
diangkat oleh Pegjabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas mnegara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewcnang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu serla bersifat mandiri.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkal Daerah,
Walikkota haras memperhatikan asas -

da. inlensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

L. elisiensi;

c. efektivitas;

d. pembagian habls tugas;

e. rentang kcendali;

[. tata kerja vang jelas; dan

o fleksibilitas.
BAB 11

PEMEENTUKAN DAN SUSTTNAN PERANGEKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
sehagai herilout
a. Sekrctariat Dacrah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;



il

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

Ingpektorat Daerah merupakan Inspeltorat Tipe B;

Dinas Daerah Kota Metro, terdirn dan :

1.

=]

10.

11

12.

14.

.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipc A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehalan Tipe B menyvelenggarakan urusan pemerintaban
bidang Keschatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Peckerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas  Pecrumahan dan  Kawasan Permukiman, Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang FPerumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman;

Dinas Sosial, Tipc €, mclaksanakan urusan pemerintahan bidang
Bosial;

Saluan Polisi Pamong Praja Kola Melro merupakan Satuan  Polisi
Pamong Praja Tipe A;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, melaksanakan urusan
pemerintahan hidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Bercncana Tipe A melaksanakan urusan
pemerintahian bidang Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berenceana,

Dinas Ketahanan Pangoan, Perlamian, dan Perikanan, Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerinlaban bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Perikanan, dan serta fungst penunjang Pelermakan dan
Penyuluhan;

Dinas Lingkungan HHidup, Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggaralkan
urusan pemerintahan bidang  Administrasi  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan, Tipe C, menycelenggarakan uarusan pemerintahan
bidang Perhubungan;

. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe C, menyclenggarakan urusan

poemerintahan  bidang Komunikasi, Informatika, persandian, dan
stalistik;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha DMcecnengah, dan
Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian;

.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu, Tipe B,

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan
fungsi penunjang perixinar,

Ninas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisala, Tipe A menyclenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif:
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17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe B, melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;

1#. Dinas Perdagangan, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan
bidang perdagangan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Percncanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan
fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe
R, melaksanakan fungsi pemimjang Kepegawaian, dan Sumber Tlaya
Meuriusiag

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daegrah, Tipe B, melaksanakan
fungsi penunjang Keuangan;

4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B, melaksanakan
fungsi penunjang pendapatan daerah,

Pasal 4

1} SBelain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan
ditetapkan sebagai perangkat dacrah.

2) Kecamatan scbagaimana dimalisud pada ayat (1) terdin dan -
a. Kecamatan Metro Pusat dengan Tipe B;

b. Kecamatan Metro Selatan dengan Tipe I;
¢. EKecamatan Metro Utara dengan Tipe B;
Kecamatan Metro Timur dengan Tipe B;

e¢. Kecamatan Melro Baral dengan Tipe B.

Pasal 5

Kctentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya
ditetaplkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikola.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal &

{1} Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapal dibentuk Unit Pelaksana Teknis
(UPT).

(2} UPT dibentuk untuk mclaksanakan schagian keglalan icknis opcrasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkal daerah induknya.

Pasal 7

(1) Selain wunit pelaksana teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal ©
terdapat unit pelaksana teknis Kola Metro di bidang pendidikan herupa
satuan pendidikan Kota Metro.

(2} Satuan pendidikan Kota Metro sebagaimana dimaksud pada aval (1)
berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non [ormal.
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Pasal 8

(1) Sclain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan
unit. pelaksana tecknis di bidang kesehatan berupa Rumnah Sakil Urnum
Daerah dan Pusal Kesehatan Masyarakat.

(2) Rumah Sakil Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
unit organisasi bersifal lungsional dan unit layanan vang bekerja secara
profesional dan otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakil dan
tata kclola klinis scrta mencrapkan DPola Tengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap
melaksanakan tugasnya sampail dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang
pembentukan UPT.

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 10
(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahll Walikota.

(2) Kelentuan lebih lanjut tentang Staf Ahli Walikota sebagaimana dimalesud
dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Perahiran Walikota.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pcjabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daersh diangkat dan diberhentikan
oleh Walikota scsual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Perangkat Dacrah yang melaksanakan Urusan Pemerinlahan di bidang
kesatuan buangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi
dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mcngenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2} DDalam hal Perangkat Dacrah vang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
hidang kesatuan bangsa dan politik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Dacrah tersebut
hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatizan hangsa
dan politik.

(3) Anggaran penyelenggarazn Ilmisan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
diundangkan.
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Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang
Bencana, yvang lerbenluk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum
Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanalun tugasnya sampai
dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan
bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Rumah Bakit Umum Daersh vang terbentuk dengan susunan organisasi dan
tata kerja sebelum Peraturan Dacrabh ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnva sampai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan
diundangkan.

BAE IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saal mulai berlakunya Peraturan Dacrah ini, pcjabal yang ada tetap
menduduki  jabatannya dan  melaksanakan tugasnya sampal  dengan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dacrah mi dilaksanakan mulal Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Pada saat Pcraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan  Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tenlang
Pembentukan Organisasi don Tata Kerja Perangkat Daerah Kots Metro
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Meatro Nomor
12 Tahun 2010, kecuali ketentuan yang mengatur tentang pembenlukan
organisasi dan tata kerja “ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan
Penangegulangan Bencana Daerah;

b. Peraturan Walikola Metro Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Perangkat Dacrah scbhagaimana telal diubah beberapa
kali teralchir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 41 Tahun 2014;

c. Peraturan Walhkola Metro Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja 1Inil Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah bLeberapa kali lerakhir dengan Peraturan
Walikota Metro Nomor 9 Tahun 2016.

dicabul dan dinvatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengalur lenlang organisasi perangkat dacrah
wa)lb mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Pcraturan
Naerah ini.
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Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan DPeraturan
DPaerah inil dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Meiro
pada tanggal : & destmbr 2016
WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN
Diundangkan di Metro
pada langgal : 4% glex;hnbcr 2016

SEERETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 HDMDR..‘.?I:{...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAI KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNCG : (24 /MTR/2016)



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA METRO

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Numor 9
Tahun 2015 tentang Pemcrintahan Daerah dan Peraluran Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 {cnitang DPerangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup
signifikan  lcrkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah dalam
pclaksanaan otonomi dacrah pada umomnya dan khususnya perubahan dari sisi
kelembagaan bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan,
koordinasi, pengendalian scrta pertanggungjawaberi.

Sebagai  tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan
sebagaimana tersebut di alas  dan  agar penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masvarakat di daerah lebih berdaya guna
dan herhasil guna, dalarmn penyclenpggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkar daerah vang terdin dari, unsur staf yang diwadahi dalam
sckretariat daerah dan sckretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan
vang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur
pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemcrintahan daerah yang diwadahi
dalam badan daerah, unsur pelaksana pelayanan terleniu kepada masyarakat yang
diwadahi dalam unit pelaksana daecrali, wunsur pelaksana urusan pemerintahan
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam
lembagn laan.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat dacrah adalah adanya urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewcnangan dacrah,
yuny lerdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar. Dalam menyelenggatakan urusan pemennlahan dimaksud,
pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan
dengan pclayanan dasar, agar apa yang menjadi Kebutuhan dasar masyarakat
dapal lerpenuhi secara aplimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang FPemenniahan bDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan
organisasi perangkat daerah, dengan prinsip lepal fungsi tepat ukuran (rghtsizing)
berdasarkan behan kerja vang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing
daerah. llal ini scjalan dengan pringip penatann organisasi perangkat daerah yang
rasional, proporsional, efektif dan elisicn.
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Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5
{lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle fine (sckretaris dacrah),
operating core (dinas daerah), fechnosfructure (badan/fungsi penunjang) dan
supporting staff (stal pendukung). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dacrah
vang bersilal wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota,
sedangkan penyvelenggaraan urusan pemerintahan vang hersifat pilihan hanya
dapat diselenggarakan oleh daerah vang memiliki poiensi unggulan dan kckhasan
daerah, vang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi  daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan mcmunculkan sektor unggulan
masing-masing daerah sebagal upaya oplimalisasi pemanfaatan sumber daya
daerah dalam rangka mempercepal proscs peringkatan kesejahteraan rakyat.
Pembentukan perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan fakror
keuangan, kebuluhan nvala daerah, cakupan lugas yvang melipatl sasaran tugas
yvang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geourafis, jurnlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan
urusan vang akan ditangani, sarana dan prasarana penurjang tugas scria
ketersediaan pegawai vang scsuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas
maupun kuantitas.

Dalam pclaksanaan pembinaan dan pengendalian  perangkat daerah,
pemerintah dacrah scnantiasa melakukan fasilitasi melalii asistensi, pemberian
arahan, pedoman, bimbingan, supcrvisi, pelatihan, serta kema sama, sehingga
sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapal seccara optimal dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indoncsia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, Kepala daerah dibantu oleh Perangkat Dacrah yang terdiri dari unsur staf,
unsur peclaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadaln dalam sekrelariat
daerah dan sekrelarint DPRD. Unsur  pelaksana urusan pemernniahan yang
discrahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana [ungsi
penunjang urusan pemeriniahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fungsl pembinasn dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspcktorat.

Kepala dinas, kepala badan, sckrectaris DPRD, inspektur berlanggungjawab
kepada Kepala dacrah melalul Sekretans daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam
pertangoungjawabhan tersehut hanyalah lungsi pengendalian admimistrasi untulk
memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban vang disampaikan
oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala saluan polisi
pamong praja dan nama lain  kepada kepala dacrah. Pengertian
pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau
sebutan lain pada satuan kerja lainnya kepada sckrelaris  daerah adalah
pertanggungjawaban  administratif yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanasan tugas
dinas daerah, badan, sckretariat DPRD, dan satuan kerja lainnyva, dengan demikian
kepala dinas, kepala badun, sekretaris DPRD, kepala atau scbutan lain pada satuan
kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung sekrelaris daerah.
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Dasar utama pembentukan perangkat daerah wyaitu adanya urusan
pemerintahan vang  diserahkan kepada dacrah vang tordiri atas  urusan
pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan vang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusun pemeriniahon yang ddak berkaiton dengan pelayanan
dasar.

Pembentukan perangkat dasrah mempertimbangkan faktor luas wilayvah,
Jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuzi
dengan urusan pemcriniahan vang discrahkan kepada daerah sebagai mandat yang
wajib dilaksanakan oleh setiap dasrah melalui perangkat daerah.

Penetapan perangkal dasrah dibagi dalam 3 (tiga) tipe vaitu sekretariat dacrah,
sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat dacrah, sekretarial DPRD dan
inspektorat tipe B; dan sckretarial dacrah, sckretanal DPRD dan inspektoral tipe C;
dinas tipe A, dinas tipc B dan dinas Upe C; badan tipe A, badan Gpe B dan badan
tipe C.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah mlad
variabel beban kerja. Variabel beban kerja lerdiri atas variabel umum dan variabel
telknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, lnas wilayah, jumlah anggaran
pendapatan dan belanja daerah dengan bobot 20% dan variabel teknis yang
mcrupakan beban utama dengan bobot schesar 80%.

Pecmerintah dacrah mcomprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat
terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat dacrah yang mclaksanakan
urusan pemerintahan wajlb berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam
bentuk dinas utama minimal tipe C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culkup Jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas *Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah”™ adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk
untuk melaksanakan Urusan Pomcerintahan berdasarkan asas
otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “inlensitas Urusan Pemerintahan dan

polensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat
Dacrah didasarkan pada volume beban tugas untuk melalksanalan
suatu Urusan Pemerintahan atau velame beban tugas untuk
mendukung dan menunjang pelaksanaan 1Jrmisan Pemerintahan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas “elisiens” adalah pembentukan
Perangkat Daerah diteniukan berdasarkan perbandingan tingkat
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.



Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “clcktivitas™ adalah pembentukan
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yvang tepat guna
dan berdaya guna.

Hurufe
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah vang membagi habis tugas dan
fungsi penvelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Dacrah dan
Uduk lerdapal susalu lugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih
dari satu Perangkal Daerah.

Huruf £
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penenluan
Jumlal Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat
Dacrah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja
bawahan.

Hurul g
Yang dimaksud dengan asas “tatakerja yang jelas” adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unil kerja pada
Perangkat Dacrah mcmpunyal hubungan kerja vang jelas, bk
vertikal maupun horizontal.

Huruafh

Yang dimaksud dengan asas “tleksibihitas” adalah penentuan beban
Lugas dan fungsi Perangkal Dacrab dan unit kerja pada Perangkat
Daerah memberikan raang untuk menampung tugas dan [ungsi yang
diamanatkan olch ketentuan peraturan perundang-undangan selelah
Peraturan Pemerintah ini ditetaplsan,

Pasal 3
Yang dimasud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembanti Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Kola Metro.

Huruf a
Yaneg dimaksud dengan “sckretarial dacral’”™ adalalhh unsur staf
pendukung Walikota vwvang melaksanakan fungsi perumusan

kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi
umum serta fungsi pendulaing lainnya.

Huruf b
- Sekretariat DPRD Kota Meolro dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kota Metro dalam
rangka meningkatkan kualitas, produletifitas, dan kinerja
lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan
pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.

- Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah unsur staf
pendukung DPRD.
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Hurul ¢
Yang dimaksud dengan “inspektorat”™ adalah unsur vang
menjalankan ungsi pengawasan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hurufe
Yang diunaksud dengan “badan™ adalah unsur penunjang yang
melaksanakan Tungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan
untul mendukung pelaksana urusan pemecrintahan vang menjadi
kewenangan daerah antara lain perencanaan, keuangan,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan  serta fungsi lain sesual peraturan  perundang-
undarngan.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal &
Cukup Jclas.

Pasal 7
Cukup lelas.

Pasal &
Cukup Jelas.

Pasal 9
Culkup Jelas.

Puasgal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pagal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup .Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

FPasal 15
Cukup Jelas,
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Paszal 16
Cukup .Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.
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